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TAH KABUPATEN GEROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

behwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun
Anggaran 2018, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26
Tahun 2017 teatang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium,
Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran
2018 scbagaimana telah diubah dengan Peratmiran Bupati
Grobegan Nemor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atss
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan
dan Standzrisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Pemeriniah
Kabupaten Grobugan Tahun Anggaran 2018 periu disesuaikan
kembali;

bahwa berdusarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hurul a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2017
tentang Stzndarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya
Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah {abupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018;

Pasal 18 ayat (6). Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1943;

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-iraerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah,

Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};



10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana tclah diubah beberapea kali \crakhir dengan Undang-
Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Detrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indoncsia
Nomor 4578);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Rerita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 311);

. Peraturan Meateri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 325) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalan Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1932);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK.02/ 2017 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nemeor 533);

. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2017 tentang

Standarisasi Eiava Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan
dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 26| sebagaimana telah
diubah dengar Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 Tahun 2017
tentang Perubahan Alas Peraturan Bupali Grobogan Nomor 26
Tahun 2017 tentang Standarisasi Biava Kegiatan dan Honorarium,
Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/
Jasa Pemerin:ah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018
{Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 63);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG
STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA
PEMELIHARAAN DAN STANDARISAS] HARGA PENGADAAN BARANG/

JASA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN
2018.

Pasal |

Beberapa keteniuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan
Honorarium, Bieya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran
2018 (Berita Dacrah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 26)
sebagaimana teloh diubah dengan Peraturan Bupalti Grobogan Nomor
63 Tahun 2017 tentang Perrubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan
Honorarium, Bieva Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran
2018 (Berita Dacrah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 63),
diubah sebagai berikut :

l. Ketentuan dalam kode barang 01.01.08.02.001.* Rincian nama barang Olahan

diubah sehinggu berbuny sebagai berikut :

KOGDE BARANG NAMA HBARANG SPESIFIKAE]  BATUAN | HARGA
01/01/08 02 (001 * |OLAHAN
01|01 |08 (02 |00] Clahan Makanan Ringan
01|01 |08 |02 (001|001 | anan Mekanan Ristgn trnck) bungkus| 25.000

Malkanan Tambahan Anak

t'_”_ 01 (08 iU-i fui'“ 062 Bckaolah/ Kudapan [PMT-AS) HMA 3.500/
1010108 |02 002[* |Saos |
‘01 |0% |08 |02 002|001 |Sacs bolol 13.000
01 |01 {08 |02 003|* |Mic instas B | e
Ol Q1 |08 jO02 003 |0U! Miic luntar . bungkus 2.700
01 o1 |08 |02 (004 |* |Teh
o1 |o1 o8 |02 (004 |0Ci|Teh [ bungkus| 3.100

2. Ketentuan dalan kode kegiatan 02.02.04.15.°.* Rincian pekerjaan Menyusun
Svstern/ Program, Teknis: dan Operator Komputer diubah schingga berbunyi
sebapgal berikut

| HKODE KEGIATAN ‘ * PERINCIAN FEEERJAAN SATUAN HONORARIUM | KETERANGAN
i = + T - 4 ; = — e — N s
M i m | m " - 1 - Il 'm 'm Hhusus
| | Jabatan-jsbatan/Tugas Keshlian |
] - | . Menyusun System/Program,
Iﬂlﬂ “415 E | Teknisi daa Operstor Komputer i
02|02 |04 | 15] 01 0 Teknisi Kamputer hari 137500
| 1 s | Honor Tensga Tekhnisi Jaringan e
e ! | 50.
L|l.l.-‘-"'l.1"2 .04 | 151 01 | 02 Komputer d-m.l:lg_ ,Jh::rlu g ¥ l_ﬂi!'{__ ]
02| 02 ![}4 15101 03 I;{uu::;?T:hJ'.mu Pemehharazn T-uu'cri Mot 100,000
1 X i L 1 14._1|I| ' l__ -
(0202 |04 | 15| 01 | 04 |Opcrator homputus mehun 31250




3. Kelentuan dalam kode kegiatan 02.02.04.*.*.* Rincian Pekerjaan-pekerjaan
Khusus Jabatan-jabatan/Tuges Keahhan ditambah 1 (satu) Honorarium
Tenaga Harian Lepas untuk 5 harni kerja, schingga berbunyi scbagai berikut :

‘ KODE KEGIATAN l PERIRCIAN PEEERJAAN SATUAR |HONORARIUM KETERANGAN
02 02| 0a| + | + [+ [Pekeriaas-pekerjaan Khusus
Jabatan-iabatan/Tugas Keahlian
| Honorarium Tenaga Harian Lepas
os e | = |
| - untuk 5 huri kerja
. | Priugas Pengeniry Data Keuangan
|r.u 02|04 |68 |01 |*| S N o arang/hr 39.000
| 02 _02 04 | 68 | 02 | * ;- Honor Fembaniu Pengelola Simda | orang/hr 41.250|
02 (02|04 |68 |03 |* |- Operater Komputer orang/hr 41.250
02 |02| 04 |68 |04 |* - Tenaga Admnistras arang/hr 3Lasu]
Petugas Pengelols Obyek Wisata [5
02 /02|04 |68 05 |"|-, orang/shift 25.000
| jam/shi) i '
02 02| 04]68 06 |* | Tcnaga Pengemudi srang/hr 31.250
o [o2] 04 |68 |07 | = | Tenugas Kebersitun srang/hr 31.250]
0z |02] 04 | 68 [ 08 | * | Tenaga Penjaga Kantor arang/hr 31.250|
02 |02 04 |68 | 10 | * |- Honor Juru Foto orang/ hr 43.750
Hororarum Pengolahan Data |
02 |02 04 |68 11 |*| Indeks Gini Ratio (ICR) srang/hr 30.000|
Pengumpulan Data
« | Horor Tenaga Teknis Janngan
02 |02| 04 |68 |12 sl orang/hr 51500;
02 [ 02/04 | 68|13 |* |- Tenaga Harian Lepas orang/hr 31.250
02 /02/04 68|14 " - Tenaga Sursl-menyurat orang/ hr 31250
02 |02] 04 | 68 | 15 | * |- Penataan Arsip orang/hr 31.250
02 |02 | 04 | 68 | 16 | * |- Oprialw Webaits grang/ hr 41.250
wz juz|os |68 |7 || ?::im Harian Lopas Sewlodols orang/ hr 34.375
02 |02 |04 |68 | 18 | " |- Mekanik arang/hr 48.125
» | Horararmam Opormator
ol ot b { = K | | Adminisirasi Kependudukan it S

4. Keterangan pada Lingkup Perjalanan Dinas diubah sehingga berbunyi sebagai
berilout

1:

Biaya perjalanan dinas diberikan kepada PNS/ Non PNS yang melakukan

kegiatan/ pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan

tugas kantor/ instansi dengan kelentuan melewali batas kota tempal

kedudukan.

Perjalanan Dinas Dalam Dacrah Kabupaten terdiri dari :

a. Kabupaten ke Kecamatan Purwodadi (selain wilayah kelarahan).

b. Kecamatan ke desa dengan ketentuan melewati batas Ibu Kota Kecamatan
sebagai berikut :

No. Kecamatan | Batas Ibu Kota Kecamatan (IKK)
1 Purwodadi | Kel. Danyang, Kalungnn Fulwﬂd.&dh. Kuripan |
y: Klambu Klambu dan Fcngﬂnu:n i
| 3. |Kedungjati Kedungjati
[ 4, '—']‘-cgowanu RE: Tegowanu Wetan dan Tegowanu Kulon
5. |Geyer Geyer dan Ledokdawan
6. | Wirosari Wirosari dan Kunden
7. | Ngaringan Ngaringan dan Tanjungharjo
8. | Kradenan Kuwu,Kalisari,Grabagan dan Banjarsari
| 9. |Tanggungharjo | Tanggungharjo dan Sugihmanik




10. | Brau Karangsari,Katekan dan Kronggen

11. | Toroh Sindurcjo,Pilangpayung dan Depok
| 12. Pulokulon | Mangunrejo,Panunggalan dan Tuko
| 13. Grobogan | Grobogan,Ngabenrejuo dan Karangrejo

14 . ' Gabus Sulureari,Tahunan dan Tlogotirto

15. | Godong (‘rﬂ&nng,ﬂugel,!{elitﬂng dan Klampok

16. Pcnan:ang_a_n Ngeluk,Penawangan dan Wola

17 . | Karangrayung | Sumberjosari dan Mojoagung

18 . | Gubug Gubug Kuwaron,Pranten dan Kemiri
19. |Tawangharijo | Tawangharjo,Selo dan Pojok

— _

¢. Perjalanan dinas dalam daerah kabupaten berlaku untuk sebaliknya.

Ketentuan biaya perjalanan dinas sebagai berikut :

a Perjalanan dinas dalam dan luar daerah Kabupaten Grobogan untuk
Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan/ anggota DPRD dan Pejabat Eselon I
mendapatkan Uang Representasi.

b. Pimpinan Lembaga Organisasi Sosial/Kemasyarakatan diberikan biaya
transportasi yang besarnya maksimal 75% dari perjalanan dinas PNS
Gulongan 1V.

¢. Anggota [ stal Lembaga/ Organisasi Sosial/ Kemasyarakatan/ Non PNS
diberikan biaya transportasi yang besarnya maksimal 75% dari perjalanan
dinas PNS dengan strata pendidikan :

1) Sarjana/ Pascasarjana disetarakan dengan Gol. III;
2) SLTA/ D3 disetarekan dengan Gol. II; dan
3) SD/ SLTP disetarakan dengan Gol. L.

d. Pegawa: Non PNS dapat melaksanakan perjalanan dinas sepanjang
berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkulan yang
bersifat teknis profesional dan administratif, scsuai dasar Surat
Penugasan yang bersangkutan serta ditentukan oleh Pengguna Anggaran
(PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan mempertimbangkan
tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

€. Kepala Desa disetarakan dengan Gol IIl, Perangkat Desa disetarakan
dengan Gol |1l sedangkan untuk Sekretaris Desa karena PNS
menyesuaikan aturan sesual dengan slandarisasi.

f. Biaya Perjalanan Dinas Diklat Prajabatan, Diklatpim IV, 1il, dan [I
ditanggung oleh BKD.

. Biaya Perjalanan Dinas Diklat diberikan kepada PNS/ Non PNS yang

diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan/ pelatihan yang

diselenggarakan dengan pola pengiriman maupun yang diselenggarakan
sendiri.

Biaya Perjalanan Dinas Fullboard dan Fullday/Halfday di Luar Kantor

merupakan satuan biaya yang diberikan kepada peserta dan panitia kegiatan

rapat/perternuan yang diselenggarakan di luar kantor dimana Biaya

Perjalanan Dinas Fullboard dan Fullday/Hsalfday ditanggung oleh Panitia

Kegiatan Rapat/ Pertemuan, pelaksanaannya mengacu pada Permenpan dan

RB Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di

Luar Kantor dalam rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja

Aparatur dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman

Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota

Dewan [Pcrwakilan Rakyat Dacrah, Mcgawai Necgeri Sipil dan Non Pcgawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Crohagan. Adamm sahian



™ |
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11l.

biaya paket kegiatan rapat / pertemuan di luar kantor dibagi menjadi 3 (tiga)

jenis :

2. Biaya Perjalanan Dinas Fullboard adalah Biaya Perjalanan Dinas yang
diberikan untuk kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari
penuh dan menginap.

b. Biaya Perjalanan Dinas Fullday adalah Biaya Perjalanan Dinas yang
diberikan untuk kegiatan rapat / pertemuan vang diselenggarakan di luar
kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

c. Biaya Perjalanan Dinas Halfday adalah Biaya Perjalanan Dinas yang
diberikan untuk kecgiatan rapat / pertemuan di luar kantor selama
setengah har minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Untuk Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, mengacu pada standar Peraturan

Menteri Keuangan Nomor : 33 / PMK.02 / 2016 tentang Standar Biaya

Masukan Tahun Anggaran 2017.

Perjalanan Dinas terdiri atas komponen - komponen sebagai berikut

a.uang harian;

b.biaya transpor; 4

¢. biaya penginapan,

d.uang representasi; dan

€. scwa kendaraan dalem Kota.

Biaya Perjalanan Dinas (uang harian dan uang representasi) dibayarkan

sccara |Jumpsum (jumlah uvang yang telah dihitung terlebih dahulu dan

dibayarkan sekaligus).

. Biaya transpor, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota

dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (biaya yang dikeluarkan sesuai dengan

bukti pengeluaran vang sah).
Biaya transpor terdiri dari :
a. perjalanan dinas dari tempat Lkedudukan sampai tempat tujuan
keberanghkatan dan kepulangan termasuk hiaya ke terminal bus/ stasiun/
bandara/pelabuhan.
b. Biaya transpor dalam rangkaian hanya untuk keberangkatan dan
kepulangan diperbolchkan menggunakan transportasi kendaraan (mobil)/
taksi/travel, dll.
c. retribusi  yvang dipungui di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan
kcberangkatan dan kepulangan.
Contoh penghitungan a.okasi biaya taksi :
Seorang pejabat/ pegawail negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari
Semarang ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:
a. Berangkat
(1) biaya transpor kendaraan (mobil) /travel/taksidll dari tempat
kedudukan di Purwodadi ke Bandara Abhmad Yani (Semarang); dan

(2) biaya transpor kcndaraan (mobil] /travel/taksi,dll dari Bandara
Soekarno-Hatta (Jakarta) ke tempat tujuan (hotel/ penginapan/
kantor) di Jakarta.

b. Kembali
(1) menggunakan bizyva transpor kendaraan [mobil) /travel/taksi,dll dari

hotel/ penginapan (Jakarta) ke Bandara Sockarno-Hatta (Jakarta); dan
{2) menggunakan biaya transpor kendaraan (mobil) /uwavel/taksi,dil dari
Bandara Ahmad Yani (Scmarang) ke tempat kedudukan (Purwoedadi).
Bukti pengeluaran biaya transpor yang sah terdiri dari :



a. Bukt pembayaran dari tempat bekerja ke terminal bis/ stasiun/ bandara/
pelabuhan pergi pulang;

b. Tiket pesawat beserta bording pass-nya;

c. Tiket kereta api/ boarding pass;

d. Tiket bus;

e. Tiket taksi dll

12. Apabila kwitansi/ bukti sah transportasi PP tidak diperoleh Pejabat Negara/

PNS/ Non PNS yang melakukan perjalanan dinas, dapat membuat Daftar
Rincian Pengeluaran rill yang disetujui oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran.

13. Ketentuan biaya penginapan perjalanan dinas :

14.

EJ_;

16.

a. Biaya penginapan dibayarkan scsuasi dengan Diaya Riil (biaya yang
dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah /teregistrasi
mesin /komputer).

b. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel
atau tempat penginapan, lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan
biaya penginapan sebdsar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota
icmpat tujuan scsuai dengan tingkatan pclaksana perjalanan dinas dan
dibayarkan sccara lumpsum.

c. Apabila penginapan disediakan panitia, maka pelaksana perjalanan dinas
tidak memperoleh biava penginapan.

d. Biaya Penginapan 1 kamar digunakan untuk 2 orang atau lebih dapat
melebihi standar, dengan ketentuan tarif riil maksimal sebesar gabungan
tarif standar bersangkutan.

Sewa kendaraan dalam Kota termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar

minyak dan pajak, dapa! diberikan kepada BupatifWakil Bupati/ Sekretaris

Daerah, untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan dan

dibayvarkan sesuai dengan Biava Riil.

_PNS eselon IV ke bawal dan non eselon, apabila melaksanakan perjalanan

dinas luar dacrah (Provinsi Jateng dan Daerah Istimewa Jogjakarta)

menggunakan kendaraan umum diberikan bantuan transpor scbesar Rp.

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Riil Cost.

Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Transport PP, Biaya Penginapan Auditor dan

Pengawas Pemerintahan disctarakan dengan pejabat struktural, yakni :

a_ Auditor Utama diselarakan dengan Eselon II b;

b. Auditor Madya /Pengavas Pemerintahan Madva disetarakan dengan Eselon
[1I: dan

c. Auditor Penyelia/ Auditor Muda/ Pengawas Pemerintahan Muda/ Auditor
Pelaksana Lanjutan/ Auditor Pertama/ Pengawas Pemerintahan Pertama
disctarakan dengan Esclon IV.

. Burat Merintah Tugas ditcrbitkan oleh !

a Kepala SKPD untuk Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan olch
pelaksana SPD pada sstuan kerja berkenaan;

b. Atasan langsung Kepala SKPD untuk perjalanan dinas jabatan yang
dilakukan oleh Kepala SKPD;

c. Ketua DPRD untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh
Pimpinan dan Anggota DPRD; dan

d. Bupati/ Wakil Bupati untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan olch
Bupati/Wakil Bupati/Staf Ahli Bupati.

18 Hari sabtu dan minggu dapat dipergunakan scbagai perjalanan dinas.



Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar selap orang mengetahuinyva, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 25 April 2018

BUPATI GROBOGAN,

Diundangkan di Purwodadi
padatanggaJEﬁ &prll 2018

ssr:m::/mm& ERAH
m@dﬂmm GROBO

o 1#

HDHFLMAD SUMARHJ NO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR I8
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